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KEMENKEU. Dealer Utama. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 199/PMK.08/2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 134 /PMK.08/2013TENTANG DEALER UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama belum
mengakomodir pertimbangan-pertimbangan yang
diperlukan dalam hal akan mencabut penunjukan Dealer
Utama khususnya terkait tidak terpenuhinya kewajiban
Dealer Utama dan hasil evaluasi kinerja tahunan Dealer
Utama;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait
pencabutan penunjukan Dealer Utama dan penerapan
penghitungan pelanggaran atas kewajiban Dealer Utama
untuk pengenaan surat peringatan diperlukan perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013

tentang Dealer Utama;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat
Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4236);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan
Publikasi Informasi Atas Pengelolaan Surat Utang Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4590);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009
tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara;

4.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013
tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang
Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013

tentang Dealer Utama;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
134/PMK.08/2013 TENTANG DEALER UTAMA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.  Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN
adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan
utang dalam mata uang rupiah maupun dalam

valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan



10.
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pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan masa berlakunya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal
adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan
Kementerian Keuangan yang membidangi urusan
pengelolaan pembiayaan dan risiko.

Dealer Utama adalah bank atau perusahaan efek
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk
menjalankan kewajiban tertentu baik di pasar
perdana maupun pasar sekunder SUN dalam mata
uang rupiah maupun dalam valuta asing dengan
hak tertentu.

Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang mengenai perbankan.
Perusahaan  Efek adalah  perusahaan  efek
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
mengenai pasar modal yang melakukan kegiatan
usaha sebagai penjamin emisi efek.

Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan
penjualan SUN untuk pertama kali.

Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SUN
yang telah dijual di Pasar Perdana.

Lelang SUN adalah penjualan SUN di Pasar Perdana
domestik oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Lelang
Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan
Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik.

Lelang Pembelian Kembali SUN adalah pembelian
kembali SUN di Pasar Sekunder oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Lelang Pembelian Kembali
Surat Utang Negara.

SUN Seri Benchmark adalah seri SUN yang menjadi
acuan untuk pemenuhan kewajiban dari Dealer

Utama.
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11.

12.

13.

Nilai Pasar adalah nominal SUN dikali harga pasar
per unit SUN.

Lembaga Penilaian Harga Efek adalah lembaga yang
telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa
Keuangan untuk melakukan penilaian harga efek
dalam rangka menetapkan harga pasar SUN yang
wajar.

Hari Kerja adalah hari kerja instansi pemerintah dan
operasional sistem pembayaran yang

diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 15
Evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
dilaksanakan selama periode 1 (satu) tahun, yaitu
sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
tahun berjalan.
Pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.
Direktur Jenderal menyampaikan surat
pemberitahuan kepada Dealer Utama yang
menempati peringkat terbawah berdasarkan hasil
evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama.
Dalam hal terdapat penunjukan Dealer Utama baru
yang dilakukan pada kurun waktu periode evaluasi
tahun berjalan, Dealer Utama yang ditunjuk tidak
diikutsertakan dalam evaluasi kinerja tahunan
Dealer Utama tahun berjalan dan dilakukan evaluasi

kinerja pada tahun berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:



